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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Dasar Pertimbangan

Pembangunan daerah Kalimantan Timur (Kaltim} memiliki Visi “Mewujudkan
Kaltim Sebagai Pusat Agroindustri Dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat
Adil dan Sejahtera”. Provinsi ini memiliki wilayah daratan 19.695.875 ha
dengan wilayah pengelolaan laut seluas 2.102.721ha, serta jumlah penduduk
pada tahun 2010 sebanyak 3.210.407.jiwa, dengan laju pertumbuhan
penduduk sebesar 2,73 %, serta kepadatan penduduk rata-rata 16 orang/km?
(2010).

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, pembangunan yang dilaksanakan di
Kaltim masih berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yang tersedia
secara melimpah, baik yang tidak terbaharui (non-renewable) seperti minyak,
gas, dan berbagai mineral (termasuk batubara) maupun yang terbaharui
(renewable) terutama perkebunan dan kehutanan. Berdasarkan data dari BPS-
Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2010, kontribusi sektor pertambangan
dan pengolahan masth mendominasi komposisi PDRB Kalimantan Timur.
Sebagai konsekuensi untuk mewujudkan capaian pembangunan Kalimantan
Timur pada tahun 2013, yaitu: “Sebagai pusat agroindustri dan sumber energi
terkemuka bagi kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan sumberdaya lahan
dan pertambangan menempati prioritas utama dalam pemanfaatan SDA di
Kalimantan Timur”.

Hutan bagi masyarakat Kaltim telah menjadi penopang kehidupan dan
penghidupan. Kelompok-kelompok masyarakat lokal/adat memiliki interaksi
yang kuat terhadap hutan yang merupakan ruang hidup dan sekaligus sumber
mata pencaharian. Setelah mulai dibukanya kesempatan usaha di sektor
kehutanan, Kaltim merupakan provinsi yang menjadi pusat industri perkayuan
di Indonesia. Pemerintah Provinsi telah mendekralasikan program Kaltim Hijau
tahun 2013, yang merupakan semangat baru untuk mewujudkan keseimbangan
antara aspek-aspek ekologi, ekonomi dan sosial-budaya dalam proses-proses
pembangunan di Kaltim.

Deklarasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pembangunan daerah
tidak dapat dipisahkan dari tantangan pembangunan nasional serta tuntutan
global seperti: perubahan iklim, keamanan pangan - energi - air, pencapaian
Mellenium Development Goals (MDG'S), seiring dengan tingkat persaingan yang
semakin ketat, dan semakin berkurangnya daya dukung ruang hidup untuk
pembangunan. Juga disadari bahwa pembangunan berkelanjutan {sustainable
development) tidak dapat diwujudkan dengan bersandar pada pemanfaatan

| RTP 2011 - 2030
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1.1.3.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam di zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya
dan Taman Wisata Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam jo. PP No 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Tumbuhan dan Satwa;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Tumbtuthan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-11/2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-11/2006 tentang Sistem
Perencanaan Kehutanan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-l1/2007 tentang Hasil
Hutan Bukan Kayu;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-11/2008 tentang ljin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan
Tanaman;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor P.61 Tahun 2010 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-1l/2011 tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Maksud dan Tujuan RKTP

RKTP disusun dengan maksud agar dapat memberikan arah pengurusan hutan
ke depan untuk dapat mengembalikan potensi multi-fungsi dari hutan dan
kawasan hutan serta pemanfaatannya secara lestari bagi kesejahteraan rakyat

1
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Bab VIII.

Bab IX.

7.3.

7.4,
7.5,

7.6.
7.7,
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PETA
STATUS KAWASAN & TUTUPAN HUTAN

iR
PROATNH KAGIM AN TAX TRATR

.-*...
— it
PEMERINTAH PROVINSI | 1 rmmsroe i 5=
KALIMANTAN TIMUR T et IR Premas vt M bt 2004 . Y

Gambar 1. Peta Status Kawasan dan Tutupan Hutan Kalimantan Timur

Adapun luasan secara fisik berupa tegakan hutan baik di dalam Kawasan
Budidaya Kehutanan {terutama untuk Hutan Produsi dan Hutan Lindung)
maupun Areal Penggunaan Lain (APL) apabila ditinjau dari status dan juga
penutupan lahannya menunjukkan bahwa yang merupakan lahan terbuka
hanya sekitar seperempat (25%) dari total daratan provinsi. Meskipun luas

| RATP 2011200
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Gambar 2 dan 3 di bawah menunjukkan informasi yang bervariasi, dimana
Gambar 2 menunjukkan jumlah IUPHHK-HA per Kabupaten/Kota di Kalimantan
Timur. Tiga Kabupaten yang memiliki IUPHHK-HA terbesar adalah Kutai Barat,
Kutai Timur dan Malinau. Adapun pada 5 Kabupaten/Kota yang lain tidak ada
IUPHHK-HA. Sementera untuk Hutan Tanaman industri (IUPHHK-HTI) dengan
berbagai skemanya ditampilkan pada Gambar 3, dimana tiga Kabupaten yang
memiliki [UPHHK-HTI terluas adalah Kutai Kartanegara, Bulungan dan Berau .
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Gambar 2. Luas ljin IUPHHK-Hutan Alam (hektar)
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Gambar 3. Luas ljin JUPHHK-Hutan Tanaman (hektar)
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2.1.3. Potensi Manfaat

Hutan Kalimantan Timur diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan
memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah di masa
datang. Selain kontribusi dari hasil hutan yang selama ini dikenal, yaitu kayu
dan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, tengkawang, madu, serta berbagai
jenis tumbuhan dan satwa liar, hutan Kalimantan Timur dapat juga memberikan
kontribusi yang nyata dalam bentuk jasa-jasa lingkungan dan ekowisata,
diantaranya melalui penyedisan oksigen dan keindahan bentang alamnya.
Belum lagi dihitung potensinya jika dikembangkan biotek dan biofarmasi, maka
multifungsi hutan akan memberikan peluang ekonomi yang tidak kecil bagi
Kaltim atau bahkan perekonomomian Nasional ke depan .

Berkaitan dengan produk, kawasan dan jasa lingkungan, hutan Kalimantan
Timur juga merupakan solusi terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan,
air dan energi di masa depan dengan kemampuannya dalam mengatur siklus air
serta potensinya sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan (bioenergi,
dan air).

Selain itu, kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon
menjadikan hutan Kalimantan Timur tidak hanya berperan ekologis sebagai
penyeimbang iklim global antara lain melalui fungsi pengurangan emisi, namun
sekaligus juga memberikan peluang ekonomi dalam konteks perdagangan
karbon baik melalui skema sukarela {voluntary) maupun wajib (mandatory).

Di sisi lainnya, sebagaimana bagi pedesaan lainnya di wilayah Kalimantan,
hutan tidak saja menghasilkan berbagai produk atau hasil hutan (kayu dan
bukan-kayu) tetapi juga memberikan manfaat besar ditinjau dari jasa
lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada masyarakat
lokal di Kalimantan Timur, seperti pengaturan tata air, penahan erosi dan
bahkan keseimbangan iklim mikro. Meskipun hingga kini masih menjadi bahan
perdebatan, tetapi beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa nilai hutan
kayu masih sangat kecil bila dibandingkan dengan hasil hutan nir- (atau bukan-)
kayu, yaitu hanya sekitar 5 ~ 7% dari total nilai. Meskipun demikian untuk
masyarakat lokal, terutama masyarakat tradisional yang bermukim di dalam
dan sekitar hutan di Kalimantan Timur, hutan sudah menjadi ruang hidup sejak
beratus dan bahkan beribu tahun yang lalu, sehingga fungsinya dalam
pemenuhan kebutuhan keseharian (subsisten) dan bahkan juga sumber
pendapatan tidaklah disangsikan.

Departemen Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.35/Menhut-11/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu yang menetapkan 558
komoditas maupun beragam hasil hutan bukan kayu, baik flora maupun fauna,
yang berasal dari hutan, menjadi urusan kehutanan. Pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu juga dapat dalam bentuk ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman, berupa pemanfaatan rotan,
sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, sena gaharu,
sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.

RIKTP 2011 - 2030
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Kontribusi Sektor Kehutanan dalam

PDRB Kalimantan Timur
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Gambar 5. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kaltim {%)

KONDISI KELEMBAGAAN SEKTOR KEHUTANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Pemerintah Kalimantan Timur memandatkan pengelolaan kehutanan kepada
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki 9 Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) meliputi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, Planologi
Kehutanan, Pembinaan Pelestarian Alam, serta Pengendalian Kebakaran Hutan

dan tahan. Beberapa UPTD tersebar di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di
Kalimantan Timur.

$0; g3.9 5223
PTT;21 SLIP; 21 53 S5

e

Sarjana
Muda; 8

Gambar 6. Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Kalimantan Timur

Selain itu, di Kalimantan Timur terdapat 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Departemen Kehutanan, vaitu: Balai Pemantapan Kawasan Hutan IV, BP2HP

| RKTP 2011 - 2030
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BAB Iil.
ARAHAN INDIKATIF KEBJAKAN PENGURUSAN
HUTAN PROVINSI

3.1. Kriteria Arahan Spasial

Dalam bagian Pendahuluan {Bab {) telah dikemukakan bahwa RKTP Kalim 2011-2030
ini disusun dalam rangka memberikan acuan dan digunakan sebai acuan makro (jangka
waktu 20 tahun) bagi penyusunan rencana-rencana kehutanan pada lingkup yang
lebih rendah dan jangka waktu yang lebih pendek (5 tahunan dan tahunan), kebijakan,
program kehutanan daerah (atau sektor lainnya yang berkepentingan), Mengingat
pengurusan dan pengelolaan hutan pada dasarnya merujuk pada fungsi kawasannya,
maka diperlukan kriteria arahan spasial dalam rangka penyusunan RKTP, sebagaimana
ditemukan juga dalam RKTN. Arahannya disesuaikan dengan karakteristik biofisik
kawasan serta unit manajemen yang akan dikembangkan, sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Penentuan Arahan Spasial RKTP Kaltim

No. Arahan Kriteria Umum
1 Kawasan untuk Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi
Konservasi
2. Kawasan untuk * Hutan Lindung (HL} dengan Penutupan Hutan Primer,

Perlindungan Hutan Hutan Sekunder dan Hutan Mangrove

Alam dan Lahan * Hutan Lindung dan Produksi yang merupakan area

Gambut gambut dengan kedalaman 2 meter atau lebih, yang tidak

dibebani izin pemanfaatan kawasan hutan.
3. | Kawasan untuk Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal
Rehabilitasi pertambangan
4, Kawasan untuk Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan

Pengusahaan Hutan | Produksi dengan penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder,

Skala Besar Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang
tidak berizin dengan luas lebih dari 7500 hektar.

5. Kawasan untuk Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis

Pengusahaan Hutan | masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung

Skala Kecil dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman,
Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin,
dengan luas kurang dari 7500 hektar dan berada sekitar 0-10
km dari area pemukiman

6. Kawasan untuk Non | Kawasan yang disetujui untuk Areal Penggunaan Lain (APL)

Kehutanan didalam revisi RTRWP dan kawasan berhutan dengan radius

15 km di APL
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Tabel 6. Hasil Analisis Kawasan

1

7

No. Arahan/Rencana Luas (Hektar)
1. | Kawasan untuk Konservasi 1.385.326,497
2. | Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut 2.009.015,203
3. | Kawasan untuk Rehabilitasi 2.230.079,082
4. | Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar 7.749.337,482
5. | Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil 710.489,84
6. | Kawasan untuk Non Kehutanan 239.785,570
Total 14.324.033,668

| RICTP 2011 - 203
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Pembagian luas kawasan berdasarkan arahan pemanfaatan di atas tetap
memperhatikan fungsi utama hutan (produksi, lindung dan konservasi), dikarenakan
ada tumpang tindih yang tak terelakan. Sebagai contoh areal yang memerlukan
rehabilitasi ada yang berada dalam kawasan hutan dengan fungsi produksi ataupun
fungsi lindung.
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Dengan dicanangkannya konsep pembangunan baru yang disebut sebagai
pembangunan ekonomi rendah karbon (low carbon economic development)
memberikan harapan akan peran hutan dan sektor kehutanan untuk
memberikan kontribusinya dalam pembangunan ramah lingkungan (green
development) ke depan. Pada saat yang bersamaan pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Kehutanan telah pula menerbitkan kebijakan-kebijakan pola
kelembagaan yang lebih memberikan kewenangan kepada daerah, antara lain
pembangunan dan pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan — KPH dan
meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan
pengelolaan sumberdaya hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan
Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan Hutan Rakyat.

Permasalahan dan Tantangan ke Depan

Secara umum perkembangan dan kondisi hutan dan kehutanan di Kalimantan
Timur serta masalah yang dihadapi dapat dikelompokan kedalam 2 {dua) hal
mendasar, yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan hutan secara lestari yang belum terwujud sebagaimana
diharapkan dan ditargetkan sebagai bagian penting dalam pembangunan
kehutanan berbasis pada pemanfaatan multi fungsi sumberdaya hutan. Hal-
hal yang berkaitan dengan kondisi tersebut dan menjadi tantangan untuk
diatasi, antara lain meliputi :

a. Jaminan kemantapan keberadaan kawasan hutan jangka panjang,

Pengelolaan sumberdaya hutan dengan multifungsinya secara lestari
(berkelanjutan) dapat diwujudkan apabila terdapat kepastian waktu dan
jaminan keberadaannya. Atau dengan perkataan lain dapat dinyatakan
bahwa jaminan kemantatapan kawasan hutan jangka  panjang
merupakan prakondisi utama ({kriteria utama) bagi tercapainya
pengelolaan multi fungsi sumberdaya hutan secara lestari {(dalam sistem
sertifikasi PHL-SFM kemantapan kawasan merupakan kriteria
prasyarat).

b. Perencanaan tata ruang yang harus mampu mengakomodasikan
kepentingan berbagai sektor pembangunan, terutama berkaitan dengan
pemanfaatan sumberdaya lahan.

Sebagaimana diamanatkan dalam sistem perencanaan tata ruang
(dalam UU No.26 Tahun 2007} bahwa proses penyusunannya harus
melalui keterlibatan para pihak terkait {participatory proses). Secara
faktual sampai saat ini hal tersebut belum dapat dilaksanakan, atau
belum diposisikan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan
tata ruang. Oleh karenanya ke depan seharusnya perencanaan tata

| RKYP 2041 - 2030
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Dari uraian tentang kondisi dan perkembangan pembangunan kehutanan
berbasis pemanfaatan multi fungsi sumberdaya hutan serta masalah-masalah
yang dihadapkannya, terdapat 4 (empat) aspek kunci bagi keberhasilan
pencapaian tujuan pembangunan kehutanan ke depan, yaitu :

1. Luas hutan yang memadai serta kemantapan kawasan dan data/informasi
potensi sumberdaya hutan (SDH);

2. Kelembagaan yang kuat dan tepat, serta tata hubungan kerja yang jelas
inter dan antar instansi di bidang kehutanan;

3. Prospek peran dan kontribusi serta kebutuhan terhadap produk hutan dan
jasa lingkungan ;

4. Komitmen pelestarian sumberdaya yang kuat dan harmonisasi interelasi
antara Pemerintah, pengusaha kehutanan dan masyarakat dalam
Pembangunan Kehutanan;

4.2. VIS| PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

Berdasarkan kondisi faktual sumberdaya hutan dan perkembangan
pembangunan kehutanan serta masalah-masalah vyang dihadapi, dapat
dirumuskan visi dan misi pembangunan kehutanan ke depan sebagai berikut :

“Pembangunan kehutanan yang terpadu dan berkelanjutan
(integrated sustainable forestry development) di Kalimantan
Timur”

Secara terinci cakupan dari Visi tersebut di atas adalah :
a. Pembangunan kehutanan yang terpadu, berarti :
¢ Memadukan antara tujuan efisiensi ekonomi, integritas ekologi,
keadilan sosial dan identitas budaya
» Memadukan antara kepentingan vertikal (pusat, provinsi dan
kabupaten/kota) dan kepentingan horisontal (antar sektor) dan spasial
(hulu dan hilir, KBK dan APL)

b. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan, berarti:
* Menyinambungkan antara kepentingan generasi sekarang dengan
kepentingan generasi yang akan datang;
* Menyinambungkan antara kebutuhan produk/jasa (industri dan pasar)
dan kapasitas pasokannya (sumberdaya dan tapak).

4.3. MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

Untuk dapat mewujudkan Visi pembangunan hutan tersebut di atas, maka Misi
yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 {(duapuluh) tahun ke depan adalah:;
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BAB V.
ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN
ANCAMAN

5.1. ANALISIS ASPEK INTERNAL DAN EKSTERNAL

Analisis aspek internal dan eksternal dapat diartikan sebagai analisa kekuatan
(Strength), kelemahan (Weakness), ancaman (Threaths) dan peluang
(Opportunity). Dalam hal ini harus dikaitkan dengan proses transformasi
potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan SDH menjadi barang jasa
nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di
provinsi. Berdasarkan arahan fungsi kawasan tersebut di atas berikut disajikan
tujuan pengelolaannya :

5.1.1. Analisis Kekuatan

Dalam merealisasikan pencapaian Visi dan Misi RKTP Kaltim 2011-2030
terdapat beberapa hal positif yang dimiliki provinsi dan yang dapat
dikategorikan sebagai Kekuatan, yaitu:

1. Kawasan Konservasi:

a. Kawasan konservasi potensial secara ekonomi (keanekaragaman hayati
dan jasa lingkungan) juga potensi cagar budaya masyarakat lokal
(terdapat situs budaya lokal, misalnya TNKM);

b. Kawasan konservasi juga memiliki fungsi hidro-orologi sebagaimana
hutan lindung, terutama yang terletak di daerah hulu sungai (misalnya
TNKM), dikarenakan ada hubungan /interkoneksitas hulu dan hilir.

2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
a. Kawasan hutan dengan fungsi lindung memiliki luasan + 14% dari luas
kawasan hutan di Kaltim;
b. Keberadaan kawasan hutan lindung dengan fungsi hidro-orologi
memiliki peran penting bagi keberlangsungan daya dukung lingkungan
(Konservasi Tanah dan Air)

3. Kawasan untuk Rehabilitasi
a. Data dan informasi tentang keberadaan kawasan untuk rehabilitasi
seluas * 2,2 juta hektar tersedia secara kuantitatif dan distribusi
spasialnya, terutama di 6 DAS kritis di Kalimantan Timur;
b. Adanya lembaga yang memiliki tupoksi menangani-mengelola program
rehabilitasi di tingkat provinsi (BPDAS).

4. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
a. Kalimantan Timur masih memiliki kawasan hutan untuk pengusahaan
besar (IUPHHK-HA/HTI) yang cukup luas (+ 7,7 juta ha);

| RITP 2091 - 2030
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b. Belum diperolehnya “insentif” secara finansial (premium price) dari
“pasar’ atas keberhasilan mencapai kinerja pengelolaan hutan yang
baik;

c. Belum dapat diwujudkannya industri kayu terpadu/terintegrasi
(intergrated wood industry) sebagai upaya meminimalisir limbah atau
diversifikasi produk;

d. Terdapat kawasan hutan produksi yang “terlantar” setelah ijin usaha
dicabut pemerintah {(Menteri Kehutanan).

5. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil

a. Tidak/belum tersedianya data dan informasi yang rinci/detail tentang
kondisi biogeo-fisik kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil
sebagai dasar perencanaan pengelolaannya;

b. Belum tersedianya skema pendanaan bagi para pelaku (petani hutan)
bagi pengembangan pengusahaan hutan skala kecil;

c. Belum tersedianya jaminan pasar bagi produk pengusahaan hutan skala
kecil;

d. Masih kurangnya program pengembangan pengusahaan hutan skala
kecil dengan memanfaatkan skema-skema kehutanan berbasis
masyarakat (HTR, HKM, dan lain-lain).

6. Kawasan untuk Non-Kehutanan
Belum tersedianya data dan informasi secara mikro (kondisi biogeo-fisik
dan sosial} dari kawasan tersebut sebagai dasar perencanaan baik jangka
panjang maupun jangka pendek.

5.1.3. Analisis Peluang

Dalam rangka implementasi RKTP terutama pencapaian Visi dan Misi
Kehutanan Kaltim terdapat aspek-aspek eksternal yang secara langsung atau
tidak langsung dapat memperlancar atau menguntungkan. Aspek-aspek positif
tersebut adalah Peluang, yang tentunya berbeda sisi pandangnya dalam rangka
pengelolaan kawasan yang beragam:

1. Kawasan Konservasi:

a. Dimungkinkannya pengembangan pemanfaatan potensi kawasan yaitu
dengan program ekowisata dan pengembangan ekonomi masyarakat
lokal dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati (al.
Tanaman obat) sebagai sebuah peluang ekonomi dan teknologi
pengolahan;

b. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi untuk
usaha-usaha ekonomi (pemanfaatan sumberdaya air);

c. Adanya skema pemanfaatan SDH berbasis masyarakat (termasuk
kawasan konservasi).

2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
a. Perubahan paradigma pembangunan kehutanan dari timber oriented
menjadi resource based oriented;

. RKTP 201 =2@3Q
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a. Di sebagian kawasan konservasi mendapat tekanan oleh kebutuhan
ekonomi dan dinamika-mobilitas masyarakat dengan tersedianya akses
ke kawasan tersebut. (TNK, Tahura BS);

b. Adanya kebijakan tentang pemanfaatan kawasan hutan (termasuk
kawasan konservasi) bagi program-kegiatan pertambangan dengan
sistem pinjam pakai.

2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
a. Di sebagian kawasan HL mendapat tekanan oleh kebutuhan ekonomi
dan dinamika — mobilitas masyarakat dengan tersedianya akses ke
kawasan tersebut {a.l. HL Bontang); _
b. Adanya kebijakan tentang pemanfaatan kawasan hutan produksi dan
hutan lindung bagi program kegiatan pertambangan (pola pinjam
pakai).

3. Kawasan untuk Rehabilitasi
a. Adanya kecenderungan meningkatnya kebutuhan “lahan hutan” bagi
pembangunan dan pengembangan program agribisnis — agroindustri
{utama perkebunan skala besar);
b. Adanya bahaya laten berupa kebakaran hutan dan lahan yang dapat
mendorong semakin menurunnya kondisi bio-geofisik kawasan untuk
rehabilitasi dan bertambahnya luasan kawasan untuk rehabilitasi.

4. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
a. Berkembangnya usaha ekonomi berbasis pemanfaatan lahan (hutan)
dalam skala besar yang dimungkinkan melalui pola pinjam pakai
kawasan hutan;
b. Adanya persaingan yang semakin keras bagi pasaran hasil kayu olahan
(misalnya kayu lapis) dengan adanya produk industri pengolahan kayu
impor yang lebih murah (misal: plywood produksi China).

6. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil
a. Pengembangan usaha di sektor non-kehutanan yang memanfaatkan
lahan (hutan), utamanya pertambangan;
b. Terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja disektor non-kehutanan
yang lebih atraktif-menjanjikan (antara lain perkebunan).

7. Kawasan untuk Non-Kehutanan
Adanya tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya lahan (hutan) ofeh
berbagai sektor pembangunan non-kehutanan.

5.2. SINTESIS HASIL ANALISIS

5.2.1. Kawasan Konservasi

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) menunjukkan
bahwa meskipun dalam kategori sebagai Kawasan Konservasi tetapi dalam
kenyataannya penguasaan, pemukiman, dan perambahan telah dan tetap
terjadi di hampir seluruh kawasan konservasi di Kalimantan Timur, dikarenakan

| RiTP 2011 - 208
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Konservasi

lingkungan lainnya

No. Aspek Potensi,a.l. - Manfaat, a.l. Keterangan
cukup banyak masyarakat dan
sistem peringatan
dini
3. Llingkungan | e Sebagian Kawasan |e Jtasa air dan Kawasan

konservasi yang

berada di Penelitian dan berada di wilayah
pegunungan atau pengembangan pantal seperti P.
dataran tinggi; teknologi Derawan (Berau)

e Tegakandan
kekayaan hutan

juga berpotensi
ilmu pengetahuan
kelautan

relatif terjaga

5.2.2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut

Sebagian dari HL yang ada di Kaltim berada di sekitar kota-kota besar atau
wilayah urban seperti Balikpapan, Bontang, Tarakan dan Nunukan, dimana
intensitas ancaman kerusakan fungsi hidroorologisnya juga semakin tinggi dari
tahun ke tahun. Hutan-hutan lindung seperti itu tentu saja menghadapi
persaingan dengan berbagai kepentingan ekonomi, sehingga pengembangan
pola pengelolaan bersama atau multipihak sangat diperlukan.

HL lainnya berada pada wilayah yang relatif terpencil dengan aksesibilitas
rendah juga belum terkendali dengan optimal, sehingga ancaman perambahan
ataupun kemungkinan tumpang tindih dengan penggunaan lahan lainnya juga
tetap besar. Ini berarti akan mengancam fungsi utamanya, yaitu hidroorologis.
Adapun HL yang berada khususnya di wilayah Mahakam Tengah sekaligus
berfungsi guna perlindungan wilayah bergambut yang akhir-akhir ini menjadi
perhatian utama dalam kaitannya dengan potensi karbon dan sekaligus potensi
gangguan.

Akan tetapi berbeda dengan Hutan Kenservasi, HL sangat dimungkinkan untuk
dimanfaatkan. Sebagai contoh sejak terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No.
622 Tahun 1995 tentang HKm, HL dapat diajukan untuk dijadikan areal HKm
sejauh tidak melakukan penebangan terhadap hasil hutan kayu, melainkan
hanya Hasil Hutan Bukan Kayu. Selanjutnya setelah diterbitkannya PP No. 6
Tahun 2007 Jo. No. 3 Tahun 2008 juga secara jelas ada kemungkinan
permanfaatan jasa lingkungan. Hingga saat ini data potensi hutan di hampir
seluruh HL yang ada di Kaltim masih sangat terbatas, oleh karenanya dengan
terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan hasil-hutan bukan kayu, jasa
lingkungan dan bisa jadi juga kawasan {contoh HL. Sungai Wain di Balikpapan
pada zona Agroforestry), maka ketersediaan data/informasi juga sangat penting.

Berdasarkan analisis SWOT vang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat
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ha yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar (illegal logging),
serta pembukaan lahan untuk pemukiman dan kepentingan sektor lainnya
(pertanian laban kering).

Meskipun kondisi {ahan terdegradasi tetapi dalam kenyataan hampir seluruhnya
baik di dalam ataupun di luar kawasan hutan ada yang menguasainya. Data
untuk memperoleh areal-areal terdegradasi atau memerlukan upaya rehabilitasi
(selain yang masih dikuasai oleh konsesi hutan ataupun tambang) amatlah sulit.
Sehingga upaya-upaya penanganannya, sekalipun di Kaltim ada program Kaltim
Green maupun OMFIT {One Man Five Trees) tidaklah mudah difaksanakan.

Berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat
dilihat potensi yang mungkin didayagunakan dari kawasan untuk rehabititasi
bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial, sebagai berikut:

Tabel 9. Potensi Kawasan wuntuk Rehabilitasi bagi Kontribusi Konkrit
Pembangunan Provinsi Kaltim

berbasis masyarakat,
melalui skema-
skema HTR, HKM
dan HD

No. Aspek Potensi Manfaat Keterangan
L Ekonomi e Peningkatan kualitas |e Peningkatan produk | Pemantapan
dan produktivitas hasil hutan kayu status lahan harus
kawasan hutan (HP, pada kawasan HP menjadi prasyarat
HL dan HK) dannon kayu serta | yang perlu
jasa lingkungan pada | diupayakan
kawasan HK dan HL
2. Sosial ¢ Dapat dikembangkan Pengembangan Peran Pemerintah
pola-pola usaha usaha ekonomi Daerah dalam
kehutanan skala kecil kerakyatan mendorong dan

memfasilitasi
program
kehutanan skala
kecil

3. Lingkungan

® Pengembangan
kualitas dan
kuantitas tutupan
fahan hutan

Peningkatan fungsi
hidrorologi kawasan
hutan

Peningkatan serapan
karbon kawasan
hutan

Merupakan
bagian dari
program
penurunan emisi
karbon dan kaltim
hijau

5.2.4, Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa hingga akhir tahun 2010
terdapat tidak kurang dari 86 buah izin, dimana sekitar 25 buah di antaranya
tidak aktif beroperasi meskipun sebagian masih tetap memegang izin.
Disamping itu juga terdapat 29 buah izin hutan tanaman, dimana hanya lima
yang aktif. Disamping semakin berkurangnya potensi hutan alam produksi,
maka aspek konflik dengan masyarakat setempat juga menjadi alasan tidak bisa
beroperasinya banyak perusahaan perkayuan. Produktivitas rata-rata hutan

_RKTP 2011 =2®33@
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‘No. | - “Aspek 1" Potensi : .. | - "Manfaat . | ' Keterangan
industri pengolahan)

2. Sosial Memiliki kapasitas, |® Sebagaisalahsatu | Pemerintahdan
peran dan fungsi upaya pemerintah | Pemerintah
sebagai mitra dalam percepatan Daerah
masyarakat dalam pembangunan mempunyai peran
peningkatan pedesaan sebagai fasilitator
kesejahteraannya dan mediator

proses akselerasi
Pembangunan
Desa

3. Lingkungan Keberadaan e Terjaminnya akses | Pemerintah dan

IUPHHK-HA/HTI masyarakat Pemerintah
diharapkan dapat terhadap SDH dan Daerah
meningkatkan fungsi fungsi mempunyai peran

lingkungan SDH

lingkungannya {air
bersih dan lain-lain)

sebagai fasilitator
dan mediator

proses akselerasi
Pembangunan
Desa

5.2.5. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil

Telah dikemukakan terdahulu bahwa skema pengusahaan hutan skala kecil
telah diperkenalkan oleh pemerintah (Menteri Kehutanan) sejak tahun 1995,
yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pada tahun 2007 muncul skema Hutan
Tanaman Rakyat (HTR) dan tahun 2008 diterbitkan kebijakan yang berkaitan
dengan Hutan Desa (HD). Skema-skema pengelolaan hutan berbasiskan
masyarakat ini juga diharapkan mampu mendukung komitmen Indonesia untuk
mengurangi emisi karbon sebesar 26- 41%. Oleh karenanya skema pengusahaan
hutan diharapkan mampu mencapai angka minimal 500 ribu hektar setiap
tahunnya, dimana Kaltim diharapkan bisa juga mendukung realisasi angka
tersebut.

Meskipun demikian hingga akhir tahun 2010/2011 ini dapat dikatakan belum
ada satupun skema pengusahaan hutan skala kecil yang terbentuk. Upaya yang
dilakukan sekarang masih terbatas pada upaya sosialisasi dan persiapan dalam
rangka pengembangan HTR di beberapa Kabupaten/Kota. HD dan HKm lebih
didorong perkembangannya oleh Organisasi Non-Pemerintah, walaupun baru
tidak lebih dari 10.000 hektar yang sudah diijinkan, tetapi belum dimulai.
Catatan penting di sini, bahwa secara tradisional sebenarnya masyarakat
setempat sudah melaksananakan dan mengembangkan sistem pengelolaan
hutan. Akan tetapi sistem tradisional pengusahaan hutan skala kecil tersebut
tidak terakui atau bahkan terakomodir .

Beberapa aspek yang menjadi kendala guna akselerasi dan perlu diupayakan
penyelesaiannya adalah: (1} Ketersediaan lahan yang bebas hak (positif maupun

| RATP 20 - 43
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umumnya adalah pemukiman ataupun akses termudah bagi masyarakat (a.l.
sepanjang jalan raya, meskipun fungsi kawasan yang ada saat ini merupakan
Hutan Konservasi sekalipun.

APL saat ini praktis sudah tergunakan keseluruhannya untuk pemukiman, lahan
pertanian dan kegiatan perekonomian yang non-kehutanan, termasuk di
dalamnya adalah pertambangan batu bara dan perkebunan sawit, serta
infrastruktur ataupun fasilitas fisik publik. Ini berarti bahwa kerjasama lintas
sektor atau keterpaduan pada tahap perencanaan, implementasi,
pengorganisasian hingga monitoring serta evaluasi menjadi sangat penting.

Catatan penting yang harus digaris-bawahi bahwa pada APL juga dimungkinkan
bagi kegiatan berbasis hutan seperti Hutan Rakyat dan Hutan Kota. Hutan
rakyat dimungkinkan dikembangkan di lahan-lahan milik, baik yang murni
kehutanan ataupun yang bercampur dengan komoditas pertanian {(agroforestri)
sedangkan Hutan Kota lebih diarahkan bagi upaya pemanfaatan ruang terbuka
publik untuk mengatasi polusi di perkotaan dan menyediakan ruang terbuka
hijau bagi tempat berolahraga atau rekreasi keluarga bagi warga kota. Hutan
Rakyat mulai dikembangkan oleh individu petani atau pemilik lahan, sedangkan
Hutan Kota mulai ditetapkan di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan,
Tarakan dan Bontang.

Berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat
dilihat potensi yang mungkin didayagunakan dari kawasan untuk Non-
Kehutanan bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial, sebagai berikut:

Tabel 12. Potensi Kawasan untuk Non-Kehutanan bagi Kontribusi Konkrit
Pembangunan Provinsi Kaltim

potensi masyarakat
dalam
pengembangan pola
kemitraan dalam
pembangunan multi
sektoral

ekonomi kerakyatan

No. |« Aspek |- ~ Potensi Manfaat - | - Keterangan

1 Ekonomi e Pemanfaatan e Optiomalisasi Penataan
kawasan untuk pemanfaatan pemanfaatan
sektor-sektor kawasan non kawasan
pembangunan kehutanan bagi berdasarkan
berbasis lahan pembangunan multi | pertimbang
berdasarkan kaidah- sektor secara an "benefit dan
kaidah kelestarian sinergis resiko”

2. Sosial Pemeberdayaan Pengembangan Peran Pemerintah

dalarmn
mendorong dan
memfasilitasi
peran masyarakat
dalam
pelaksanaan
pembangunan
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BAB VI.
TARGET PENGURUSAN HUTAN

Target capaian pembangunan kehutanan di Kalimantan Timur dalam RKTP (2011-2030)

adalah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, yaitu Pembangunan Kehutanan yang

Terpadu dan Berkelanjutan (integrated sustainable forestry development) di

Kalimantan Timur. Guna mewujudkan hal tersebut maka pengurusan kehutanan di

Kaltim akan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis sosial-budaya, basis

ekologi, dan basis ekonomi pembangunan sektor kehutanan, dengan pemahaman

sebagai berikut:

¢ Basis sosial-budaya adalah meningkatkan manfaat hutan bagi pengembangan sosial
dan budaya masyarakat lokal/adat, serta menguatkan kelembagaan dalam
pengelolaan kawasan dan fungsi hutan.

* Basis ekologi adalah meningkatkan fungsi perlindungan kawasan konservasi dan
kawasan lindung, serta meningkatkan biodiversity kawasan dan fungsi hutan.

» Basis ekonomi pembangunan kehutanan berkelanjutan adalah meningkatkan
pertumbuhan dan pemerataan dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan.

Untuk itu uraian lebih detil mengenai target pengurusan hutan di Kaltim untuk jangka
panjang (20 tahun) ke depan akan ditinjau dari empat aspek utama: {1) Kawasan
Hutan; (2) Kelembagaan Kehutanan; (3) Sumberdaya Manusia Kehutanan; dan (4)
Hasil Hutan, Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Kawasan.

6.1. KAWASAN HUTAN

6.1.1. Kawasan Hutan untuk Konservasi

Berdasarkan hasil analisis spasial pemanfaatan kawasan hutan, luas arahan
Kawasan Konservasi ialah 1.385.326,497 ha dimana sebagian besarnya
merupakan areal Taman Nasional. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan
konservasi ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan
penyangga kehidupan dan pengawetan plasma nutfah.

Produk hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan hutan merupakan
komoditas - yang mungkin dikembangkan dan menjadi unggulan sektor
kehutanan dari Kawasan Konservasi (terutama Kawasan Pelestarian Alam) di
masa depan. Pengembangan ekowisata, seperti yang telah dikembangkan di
Taman Nasional Kayan Mentarang, merupakan contoh pengelolaan kawasan
konservasi yang dapat diadopsi untuk kawasan konservasi lainnya di Kaltim.

Jasa-jasa lingkungan berbasis hutan harus terus dikembangkan dan akan
semakin diperdagangkan dan diinternalisasikan dalam mekanisme pasar baik
ditingkat lokal, nasional, regional maupun global seiring dengan kemajuan
pendekatan pengukurannya. Oleh karenanya, ke depan nilai jasa lingkungan
hutan harus diperhitungkan sebagai sumber pertumbuhan baru sektor
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pembangunan hutan tanaman saat ini lebih difokuskan dalam rangka
kebutuhan industri pulp dan kertas, yang justru industrinya tidak berada di
Kaltim, akan tetapi ke depan diharapkan sebagian juga menjadi sumber kayu
pertukangan untuk industri besar, industri kecil maupun industri rumah tangga.

Pengelolaan pengusahaan hutan skala besar juga diarahkan pada pengelolaan
hutan lestari (SFM) dan mencapai ekolabel (atau dalam kerangka sertifikasi dan
verifikasi kayu). Upaya untuk mendorong pengelolaan hutan lestari juga
dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan skema pengurangan emisi
karbon dari kemungkinan perluasan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).
Hal ini sekaligus menegaskan meskipun pengusahaan hutan skala besar
utamanya diarahkan bagi produksi kayu, tetapi aspek lingkungan (perlindungan
keanekaragaman hayati, flora dan fauna) dan sosial (penciptaan lapangan kerja
dan perlindungan kebutuhan masyarakat lokal) juga menjadi bagian integral
target pengurusan kawasan ini.

6.1.5. Kawasan Hutan untuk Pengusahaan Skala Kecil

Diproyeksikan jumlah penduduk Kaltim di tahun 2025 mencapai 4,7 juta jiwa
dan berjumlah 5,1 juta jiwa di tahun 2030, maka dengan perhitungan terdapat
10-20% penduduk yang bergantung dengan hutan, maka akan ada antara 1,02 -
2,04 juta hektar hutan yang penting untuk diarahkan dalam pengelolaan skala
kecil, dengan skema Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, IUPHHBK, Hutan
Kemasyarakatan, melakukan kemitraan dengan perusahaan dan/atau
memanfaatkan kawasan hutan sekitar kampung.

Kawasan hutan untuk pengusahaan skala kecil juga dimaksudkan untuk
memberi solusi dengan mendayagunakan kawasan-kawasan hutan tidak
produktif, tetapi sekaligus dikuasai oleh individu atau kelompok masyarakat
tertentu. Dengan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat maka
kepentingan hutan dan masyarakat dapat dikompromikan. Hal lainnya pola-
pola skala kecil seperti disebut di atas juga diharapkan dapat mendukung
sebagian pemenuhan komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi 26%
(mandiri) hingga 41% dengan dukungan internasional) di tahun 2020 dan
tahun-tahun selanjutnya.

6.1.6. Kawasan untuk Non-Kehutanan

Di dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga
terdapat perubahan status kawasan menjadi Hutan Produksi Konversi: 297.844
ha dan Kawasan Hutan menjadi APL seluas 478.362 ha, sehingga kawasan ini
diarahkan untuk pengelolaan hutan terbatas, dan/atau penerapan kawasan
hutan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest/HCVF) di
dalam unit manajemen non kehutanan (perkebunan/pertambangan).

Meskipun untuk kegiatan non-kehutanan, diharapkan dukungan fungsi hutan
terutama berkaitan dengan keseimbangan lingkungan walaupun minimal
tetapi tetap menjadi bahan pertimbangan, seperti menempatkan ruang terbuka
hijau di perkotaan atau jalur hijau serta kebun pekarangan di pemukiman.
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Dimungkinkan ke depan jumlah KPH di Kaltim akan bertambah dengan
mempertimbangkan wilayah kelola atau rentang kendali yang lebih efektif dan
efisien, mengingat KPH yang terbentuk saat ini sebagian masih ada yang terlalu
tuas (misalnya KPHP Malinau dan KPHP Berau, seluas > 800.000 hektar dan
KPHK di Kayan Mentarang vyang masuk wilayah Malinau, dan Nunukan
mencapai > 1.000.000 hektar). Jika tidak bertambah maka akan terbagi
menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, terutama resort-resort KPH sesuai
dengan karakteristik pengelolaannya.

6.2.3. Lembaga Pemanfaatan

Lembaga pemanfaatan yang dimaksudkan adalah para pemegang izin
pemanfaatan hasil-hutan kayu {IUPHHK) baik di hutan alam {IUPHHK-HA)
ataupun hutan tanaman industri (JUPHHK-HT!) serta di masa depan ada
kemungkinan koperasi dan munculnya lembaga-lembaga pemegang izin
pemanfaatan skala kecil pada tingkatan masyarakat .

Hingga awal tahun 90-an masih terdapat lebih dari 100 unit Hak Pengusahaan
Hutan Alam atau lzin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Dari jumlah tersebut
sekitar 25 unit tidak aktif beroperasi meskipun sebagian masih tetap
memegang izin. Disamping itu terdapat 29 unit izin hutan tanaman industri,
dimana hanya 5 unit yang aktif.

Disamping semakin berkurangnya potensi hutan, maka aspek konflik dengan
masyarakat setempat juga menjadi alasan tidak bisa beroperasinya banyak
perusahaan perkayuan. Produksi rata-rata hutan tanaman mencapai 30-70
m/ha/tahun, sementara hutan alam hanya 0,5-3,0 m/ha/tahun.

Untuk pemegang izin pemanfaatan kayu yang tidak aktif akan ditinjau ulang
produktifitasnya dan bagi yang sudah habis masa berlaku izinnya
dimungkinkan untuk digunakan bagi pengembangan pengusahaan hutan skala
kecil dengan aktor utama masyarakat melalui skema-skema HKm, HTR dan juga
HD. Disamping itu sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2007 jo. No.3 Tahun 2008
izin pemanfaatan bisa tidak hanya kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu
{HHBK), jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan. Saat ini di Kaltim sudah
ada 2 (dua) (tetapi hingga 2010 baru satu yang aktif) Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu melalui skema Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), yang lebih
menitik beratkan pada keseimbangan lingkungan dan kegiatannya
memungkinkan pemanfaatan keseluruhan produk dan jasa hutan (tidak hanya
kayu)

6.2.4. Lembaga Kehutanan Lainnya

Lembaga kehutanan lainnya ynag diharapkan dapat mendukung pembangunan
kehutanan di Kaltim adalah lembaga pendidikan dan latihan (diklat) kehutanan,
lembaga penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan, serta sekolah
kejuruan maupun pendidikan tinggi kehutanan pada tingkat diploma, sarjana
dan pascasarjana.
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Tabel 13, Estimasi Rasio Kebutuhan Sarjana/ Diploma /Sekolah Menengah
Kejuruan Kehutanan Sesuai Dengan Kondisi Geografis dan Teknis di Kalimantan

Timur
- na Lokas.l Dekat Lokasi di Pedalaman/ |- _-ITOka si di I?aerah
. Tingkat ' | - Pantaif Pusat " Mahakarm Tengah Terpencil dan
- Pendidikan Perekonomian e Perbatasan
- {orang)
. {orang) (orang)
S1 (Sarjana) 1 2 3
D3 {Diploma) 5 8 20
SMK
Kehutanan 20 32 80

Berikut akan disampaikan pula beberapa skenario sebagai opsi guna
pemenuhan tenaga teknis bidang kehutanan, khususnya yang dibutuhkan
untuk mengelola 34 KPH (hanya KPHP dan KPHL) yang akan dikembangkan di
Kaltim ke depan (catatan dari jumliah tersebut 31 KPHP/L menjadi kewenangan
kabupaten/kota dan sisanya 3 KPHP menjadi kewenangan propinsi).

Tabel 14. Estimasi Jumlah SDM yang Dibutuhkan bagi Implementasi KPH yang
Menjadi Kewenangan Daerah {P dan 1) di Provinsi Kalimantan

Timur
No. Skenario Varian ' J_umlah SDM Keterahgan
- - {orang)
1. Luasan KPH
a. Luas Total - 898-1.796 1 orang ideal-nya
b. Kewenangan * Kabupaten/Kota 821-1.642 mengelola 7.000 -
administrasi (KPHP/L) 14.000 Ha.
® Propinsi (KPHP) 77-154
2. | UnitKPH
a. Standard - 272 34 unit, masing-
minimal masing 8 orang
personil
3. | Jenis KPH
. Proporsional s KPHP 769 ~1.537 Berdasarkan luas
luas = KPHL 531 -105 (hhat di atas)
. Standard » KPHP 240 8 orang personil
minimal s KPHL 32 per-Unit
. Proporsional = KPHP 240 1 x jmth. Min.
Jenis KPH s KPHL 64 2 x jmlh. Min

Sumber: Sumberdaya Manusia KPH {Dishut Kaltim, 2009);

RICTP 2011 - 2030
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tenaga administrasi dan birokrasi yang menyiasati pindah ke tenaga fungsional
guna mencapai usia pensiun yang lebih tinggi daripada sebagai tenaga teknis
dan administrasi. Akibat dari kualifikasi yang terbatas maka kapasitas dalam
mendukung tugas-tugas tenaga teknis dan administrasi menjadi terbatas.
Tenaga fungsional seperti pendidik, peneliti dan penyuluh lapangan
memerlukan pengembangan sistem insentif yang memadai, agar menjadi daya
tarik bagi para sarjana kehutanan atau mereka yang berlatar belakang bidang
pendidikan terkait yang dibutuhkan untuk bersedia menempatinya.

6.4. HASIL HUTAN, JASA LINGKUNGAN DAN KAWASAN HUTAN
6.4.1. Hasil Hutan Kayu

Produksi rata-rata kayu di Kaltim kurun waktu lima tahun terakhir untuk hutan
tanaman mencapai 30-70 m"'/ha/tahun, sementara hutan alam hanya 0,5-3,0
m/ha/tahun. Jika dikalikan dengan luasan hutan yang yang memiliki target
produksi berdasarkan jatah tebangan pertahun maka produksi kayunya kurang
dari 3.0 juta m*/tahun. Produksi yang ada tersebut tidak mampu untuk
mengatasi kebutuhan 47 buah industri kayu yang ada di Kaltim yang
membutuhkan bahan baku lebih dari 5,0 juta m?/tahun. Disamping itu kayu
untuk hutan tanaman selain dimensinya kecil, juga hanya dimungkinkan untuk
core dalam industri plywood. Bahkan setelah stagnan dalam sepuluh tahun
terakhir, maka hutan tanaman yang dikembangkan saat ini lebih banyak
diarahkan untuk industri kertas di luar Kaltim.

Oleh karenanya maka kawasan hutan untuk pengusahaan skala besar dan
bahkan untuk pengusahaan kecil akan dikonsentrasikan guna memenuhi
kebutuhan kayu tersebut. Skema-skema yang digunakan bisa IUPHHK-HA, HTI,
HKm, HTR, HD dan RE. Persoalan yang dihadapi adalah sebagian dari kawasan
dimaksud telah mengalami kerusakan dan atau tidak potensial. Sehingga
tugas perbaikan tegakan (refining dan enrichment planting) menjadi penting
daripada kegiatan penebangan itu sendiri. Rasionalisasi industri akan
dilakukan, demi untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku dan
sekaligus produk industri perkayuan bagi masyarakat atau di-ekspor.

Khusus untuk bahan baku kayu bagi usaha meubel atau furniture, perlu
dipertimbagnkan peran dari Hutan Rakyat atau dalam hal ini dari Kawasan
Non-Kehutanan/Areal penggunaan lain. Pengalaman dari Jawa menunjukkan
bahwa industri meubel mampu menjaga kelangsungan hidupnya karena
adanya pasokan bahan baku dari Hutan Rakyat (HR). Bahkan beberapa HR
telah mendapatkan sertifikasi Ekolabel serta ikut dalam skema SVLK (standard
sertifkasi dan verifikasi legalitas kayu).

6.4.2. Hasil Hutan Bukan-Kayu

Selama ini, pemanfaatan sumberdaya hutan lebih difokuskan pada hasil hutan
berupa kayu. Ke depan, potensi sumberdaya hutan yang berupa hasil hutan
bukan kayu harus dapat dikelola secara optimal. Kalimantan Timur merupakan

RICTP 2011 - 2030
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antara daerah hulu sebagai penghasil {providers) dan daerah hilir selaku
pengguna (users). Untuk jasa lingkungan, khsusnya yang berupa air, juga
dipandang penting untuk = mendayagunakan kawasan-kawasan hutan
konservasi.

Khusus yang terakhir adalah peluang pengusahaan jasa lingkungan melalui
penyerapan dan penyimpanan karbon dalam kerangka mitigasi pada program
REDD+ (Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation).
Disamping berbagai program petak demonstrasi yang dilaksanakan oleh
lembaga-lembaga internasional dengan durasi hingga sekitar 5 tahun ke depan,
maka Kaltim juga akan mengikuti program pengurangan gas rumah kaca
melalui rencana aksi nasional. Sebagai informasi tambahan di kaltim juga telah
terbentuk Kelompk Kerja REDD+ (sejak 2009/2010) serta juga telah ada Dewan
Kehutanan Daerah (sejak 2009) dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (sejak
awal 2011).

Pemanfaatan Kawasan

Meskipun pada dasarnya Kaltim memiliki lahan yang relatif cukup luas
dikarenakan kepadatan penduduknya adalah rendah, akan tetapi untuk
mendapatkan lahan kosong tanpa klaim dan penguasaan guna kepentingan
pengembangan hasil hutan dan hasil pertanian adalah tidak mudah. Alasannya
(1) Pada dasarnya areal terbaik Kaltim sudah terbagi atas kegiatan eksploitasi
sumberdaya alam, sehingga menyisakan lahan pertanian yang sedikit; (2)
Kemampuan lahan Kaltim untuk bercocok tanam semusim adalah tidak begitu
sesuai, sehingga kebutuhan lahan per individu petani juga menjadi lebih luas.
Pada akhirnya kawasan hutan di beberapa tempat (misal di sekitar HL Sungai
Wain di Balikpapan dan Hutan Lindung Tarakan di Tarakan) digunakan sebagai
media berusaha/bercocok tanam {yang selanjutnya digunakan istilah
perambahan lahan).

Sebagaimana jasa lingkungan pemanfaatan kawasan juga dimungkinkan sejak
terbitnya PP No. 6 tahun 2007 jo. No. 3 tahun 2008. Pemanfaatan kawasan
tersebut dimaksudkan untuk usaha pembudidayaan berbagai jenis tanaman
obat untuk tujuan komersial, atau jenis-jenis tanaman hutan {misal anggrek)
serta kemungkinan penangkaran satwa liar. Teknologi pemanfaatan lahan
Agroforestri dipertimbangkan sangat sesuai bagi upaya pemanfaatan kawasan
hingga konflik atas lahan dan sumber daya teratasi.
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hutan alm medukung ketahanan
pangan, air dan energi

implementasi
pengembangan/diversifikasi jasa
lingkungan dan wisata alam yang
kreatif

Implementasi promosi/pemasaran
termasuk penyusunan peta investasi
jasa lingkungan dan wisata alam

Mendukung pelibatan pihak swasta
dalam meningkatkan HHBK

Implementasi pengembangan energi
baru terbarukan (EBT)

Implementasi pengadaan bibit
terkonsentrasi untuk menjamin
kualitas dan kuantitas {bersertifikat)

Pengembangan
Sistem Insentif
dan Disinstentif

Upaya untuk peningkatan alokasi DAK-
Kehutanan dan dana Dekon melalui
upaya peningkatan kinerja pengurusan
hutan

Pelaksanaan pemberian insentif proses
administrasi kehutanan kepada swasta
yang secara sungguh-sungguh
mengelola hutannya

Pemberizn insentif layanan
administrasi dan teknis
pengembangan Hutan Rakyat (hingga
bersertifikat Sistem Verfikasi Legalitas
Kayu/SVLK)

Peningkatan
Penelitian dan
Pengembangan
Kehutanan

Penetapan berbagai tema riset {cth:
lanskap hutan, pengelolaan hutan,
perubahan iklim, kebijakan,
pengolahan hasil hutan)

Pengembangan penelitian pengelolaan
hutan dan pengolahan berbasis
kebutuhan

Pemanfaatan dan penerapan hasil
riset dan teknologi bagi perbaikan

0708 K202 8 D030
W ow oW
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gl |
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Implementasi hasil pengembangan
sistem penyuluhan kehutanan

Mendukung peningkatan peran
penyuluh kehutanan

Penguatan

Penguatan kelembagaan penyuluhan
kehutanan

Kelembagaan
Penyuluhan dan
Pengembangan
SDM Kehutanan
Daerah

Pengembangan kapasitas SDM
Kehutanan daerah (pendidikan
karir/penjenjangan; formal dan
informal)

Peningkatan kompetensi dan
sertifikasi SODM Kehutanan propinsi
dan kabupaten

Standaridisasi kompetensi SDM
Kehutanan daerah

Peningkatan

Peningkatan peran daerah dalam
program kerjasama luar negeri
berbasis kesetaraan (a.l. Isu Perubahan
Iklim, PHPL, SVLK)

Peran Sektor
Kehutanan
Kaltim di Tingkat
Nasional dan
Regional

Peningkatan kekuatan penetrasi
produk kehutanan daerah dalam pasar
nasional dan regional {ASEAN)

Peningkatan peran kehutanan Kaltim
dalam kepemimpinan nasional dan
regional (a.l. HoB; GFC)

Komitmen dan

Mendukung penegakan hukum secara
konsekuen dan konsisten

Konsistensi
Penegakan
Hukum Bidang
Kehutanan

Peningkatan koordinasi intensif
dengan aparat penegak hukum {Pusat
dan Daerah) dalam upaya mencegah
dan menanggulangi gangguan hutan

£2010-20 202158 £2026%
EV W V]
¥ M V)
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Milestone

Sicates)

Mengimplementasikan program
pengelolaan hutan alam dan lahan
gambut yang berkelanjutan

20213 §20263
120259 K2030)

7.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Rehabilitasi

[Kebilakan:

p————

Strategl

Percepatan
Rehabilitasi
Kawasan Hutan

Mendukung diversifikasi poiAa
rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan
hutan

Mendukung kebijakan Pusat
pemberian insentif kepada para pihak
yang mempunyai inistatif melakukan
rehabilitasi/menarik investasi di
bidang rehabilitasi

Mendukung kelancaran proses
perizinan para pihak yang mengajukan
pola peningkatan stok karbon (Carbon
enhancement} dalam skema REDD+

Membantu masyarakat untuk
mengakses pusat bibit yang
berkualitas (bersertifikat) dan
mendapatkannya dalam jumlah yang
memadai

Milestope
20213 §2026-
‘ W
' W

an
2

7.5. Kebijakan dan Strategi

Hutan Skala Besar dan Kecil

Kawasan Untuk Pengusahaan

Milestopel
] Memfasilitasi intensifikasi produksi 8 ' .
Peningkatan hasil hutan kayu di seluruh Kabupaten b N H
Produk Hasil
Hutan Memfasilitasi upaya diversifikasi dan W 5
peningkatan nilai tambah hasil hutan '

e
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Kebijakan Pembangunan Kehutanan RKTP

2011-2030 Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/
Kotal

Kebilakaglimun

SAMARINDA

Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di fuar kawasan hutan
melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat

Memperluas ruang terbuka hijau termasuk mendorong penanaman
pohon-pohonan di perkampungan, halaman perkantoran dan kebun
pekarangan

Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan
lingkungan perkotaan Samarinda dan perumusan pembayaran jasa
lingkungan

Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal
eks pertambangan

BALIKPAPAN

Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung
Manggar dan Hutan Lindung Sungal Wain

Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan
partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan
Penyusunan dan implementasi Master Plan Hutan Kota dan
pengelofaan Kebun Raya Kota Balikpapan

Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan
lingkungan perkotaan Balikpapan dan perumusan pembayaran jasa
lingkungan

Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis
partisipasi masyarakat lokal

KARTANEGARA

KUTAI .

Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan
melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat

Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal
eks pertambangan

Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan
pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi
dan pengembangan SFM bagi usaha kehutanan

Peningkatan Juasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan
non-produktif

Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-
praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan
Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu

dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan
kawasan hutan

Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis
partisipasi masyarakat lokal

PASER UTARA

PENAJAM .

Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan
melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat

1 RKTP 2011 - 2030
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kabupatep /]
Kota

Kebijakan Umny

pengelolaan kolaboratif

Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan
pengelolaan hutan {KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi
dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan ‘

Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan
non-produkitf

Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-
praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan
Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu

dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan
kawasan hutan

Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis
partisipasi masyarakat lokal

BONTANG

Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung
Bontang (termasuk persoalan lahan)

Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan
partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan
Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan
lingkungan perkotaan Balikpapan dan perumusan pembayaran jasa
lingkungan .
Pengembangan industri kehutanan khususnya bukan-kayu dan industri
berbasis jasa lingkungan/wisata alam

Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis
partisipasi masyarakat lokal

BERAU

Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal
eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi
di unit manajemen kehutanan perkebunan

Revitalisasi peran/fungsi kawasan konservasi/lindung dan hutan
lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif

Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan
pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi
dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan

Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan
non-produktif

Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-
praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan
Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, bukan-kayu

dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan
kawasan hutan

TARAKAN

* Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung

Tarakan {termasuk persoalan lahan)

* Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan

| RKYP 2091 - 203
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pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi
dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan

* Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan
non-produktif

* Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-
praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan

* Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, bukan-kayu
dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan
kawasan hutan

| * Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis

| partisipasi masyarakat lokal

* Pengembangan wilayah perbatasan melalui skema jasa lingkungan

(ekowisata, pendidikan, REDD+, RUPES} dan Hasil Hutan Bukan Kayu
(Misalnya Gaharu, Sarang burung dan Tanaman Obat)

* Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan
pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi
dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan

* Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan
non-produktif

* Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-
praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan

* Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, bukan-kayu
dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan
kawasan hutan

TANA' TIDUNG
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No. | Kawasan Hutan Bentuk Kontribusi Keluaran (outpt_at)
« Peningkatan stok bersih sebagai kebutuhan
(sediaan) karbon pokok masyarakat,
sebagai komoditas jasa |e Secara ekonomi
lingkungan SDH menurunkan biaya
pengolahan dan harga jual
air bersih
Memberikan kontribusi
dalam upaya penurunan
emisi karbon dan
pendapatan dana
kompensasi {bagi
pemerintah dan
masyarakat)
03 | Untuk’ Perbaikan dan Peningkatan produk hasil
Rehabilitasi peningkatan hutan kayu dan bukan kayu
produktivitas lahan dari kawasan hutan,
hutan, Kesenjangan kebutuhan
Peningkatan kualitas bahan baku industri
dan kuantitas tutupan {intake) dapat dikurangi,
lahan kawasan hutan, Peningkatan serapan dan
rehabilitasi fungsi stok karbon sebagai bagian
lingkungan upaya penurunan karbon,
sumberdaya hutan,
04 | Untuk Peningkatan Peningkatan produk kayu
Pengusahaan produktivitas dan bulat dalam upaya

Skala Besar

kualitas tegakan di
hutan produksi,

Peningkatan intensitas
pemanfaatan HHK di
hutan produksi
(pemanfaatan jenis
non-niagawi) dan
penekanan limbah,
Pengembangan pola
kemitraan dalam
pengelolan hutan
produksi.

memperkecil kesenjangan
kebutuhan bahan baku
(intake) industri kayu,

Membuka lapangan kerja
dan kesempatan berusaha
masyarakat sekitar hutan.

05

Untuk
Pengusahaan

Peningkatan sediaan
tegakan melalui

Peningkatan produk kayu
bulat dalam upaya

RICTP 2011 - 2@3@;
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No. | Kawasan Hutan Bentuk Kontribusi Keluaran {output)
masyarakat dan sistem yang berlaku)
peringatan dini
02 | Perlindungan Pengembangan wisata ¢ Terbukanya lapangan kerja
Hutan Alam dan budaya terintegrasi dan kesempatan usaha
Lahan Gambut dengan wisata alam (usaha cinderamata dan lain-
Pengembangan lain)
pengelolaan kolaboratif ¢ Terbuka peluang dan akses
kawasan HL. masyarakat untuk
Peningkatan serapan-stok memanfaatkan kawasan HL
kar- bon lahan gambut pemanfaatan terbatas
(sesuai dengan peraturan
yang berlaku)

» Terbukanya peluang bagi
masyarakat memperoleh
bagian dana kompensasi
skema perdagangan karbon

03 | Untuk Rehabilitasi Pengembangan usaha * Pengembangan ekonomi
kehutanan skala kecil kerakyatan sebagai upaya
berbasis masyarakat, peningkatan kesejahteraan
melalui skema-skema masyarakat lokal.

HTR, HKM dan HD
Pengembangan program
Kebun Bibit Rakyat (KBR)

04 | Untuk Pengembangan pola o Diharapkan merupakan
Pengusahaan Skala kemitraan dalam bagian dari program
Besar pengelolaan hutan pemerintah daerah dalam

bersama masyarakat lokal percepatan pembangunan
(segmen-segmen kegiatan pedesaan {pembangunan
pengelolaan hutan) melalui pemberdayaan
Pengembangan program masyarakat lokal)
PMDH-CSR yang

partisipatif.

05 | Untuk Pengembangan usaha Pengembangan ekonomi
Pengusahaan Skala kehutanan skala kecil kerakyatan bidang
Kecil dengan menerapkan kehutanan {masyarakat

skema pengelolaan hutan sebagai pelaku ekenomi
berbasis masyarakat (HTR kehutanan skala kecil)
HKM dan HD)

06 | Untuk Non- Peluang pengembangan Pengembangan ekonomi

Kehutanan usaha kehutanan skala kerakyatan berbasis hutan,

kecil berbasis masyarakat,
Sinergi pembangunan

¢ Terbuka peluang lapangan

kerja dan kesempatan
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No. | Kawasan Hutan " Bentuk Kontribusi Keluaran (output)
penurunan emisi karbon
04 | Untuk Pengusahaan | e Penerapan kaidah (kriteria- | » Dapat dijaminnya
Skala Besar indikator) kelestarian kelestarian lingkungan fisik
dalam pengelolaan SDH dan sosial kawasan hutan
produksi melalui sistem produksi
sertifikasi PHL-SFM
05 | Untuk Pengusahaan | e Penerapan kaidah (kriteria- | # Dapat dijaminnya
Skala Kecil indikator) kelestarian kelestarian lingkungan fisik
dalam pengelolaan SDH dan sosial kawasan hutan
produksi melalui sistem produksi
sertifikasi PHL-SFM
06 | Untuk Non- e Penerapan kaidah (kriteria- | * Dapat dihindarkannya
Kehutanan indikator) kelestarian kejadian bencana ekologi

dalam pemanfaatan lahan

oleh berbagai jenis usaha

(sektor):

o Sistem PHPL-SFM
(Bidang Kehutanan)

o Good mining practices

o RSPO (perkebunan)

bagi kawasan dan
masyarakat sekitar
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hutan” Dengan demikian adanya proses alih fungsi dan pinjam pakai kawasan
hutan berakibat berubahnya penataan spasial kawasan yang telah ditetapkan.

d. Aspek sosial, berupa terjadinya klaim-klaim terhadap kawasan hutan oleh
| masyarakat yang membutuhkan lahan usaha (pertanian). Sehingga penyelesaian
masalah tenurial merupakan jaminan bagi kemantapan kawasan hutan.

Samarinda, 5 Juni 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAE, PROV, KALTIM
KEPALA B HUKUM,

H. SUROTO, 8.H.
Pembina Tk.f
NIP. 19620527 198503 1 006




69

hutan” Dengan demikian adanya proses alih fungsi dan pinjam pakai kawasan
hutan berakibat berubahnya penataan spasial kawasan yang telah ditetapkan.

Aspek sosial, berupa terjadinya klaim-klaim terhadap kawasan hutan oleh
masyarakat yang membutuhkan lahan usaha (pertanian). Sehingga penyelesaian
masalah tenurial merupakan jaminan bagi kemantapan kawasan hutan.

Samarinda, 5 Juni 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
PROV. KALTIM

H. SUROTO, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19620527 198503 1 006
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